BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.355, 2013 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN. Pelayanan
Publik. Angkutan. Kereta Api. Kelas Ekonomi.
Penyelenggaraan. Tata Cara.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM. 10 TAHUN 2013
TENTANG
TATA CARA PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK
ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API
UNTUK PELAYANAN KELAS EKONOMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan
Presiden Nomor 53 Tahun 2012 Tentang Kewajiban
Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis
Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana
Perkeretaapian Milik Negara, Serta Perawatan dan
Pengoperasian  Prasarana Perkeretaapian Milik
Negara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tata Cara
Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik
Angkutan Orang dengan Kereta Api Untuk Pelayanan
Kelas Ekonomi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang
Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4722);
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10.

11.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang
Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5048);

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5086);

Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang
Penyusunan Rencana Kerja dan  Anggaran
Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5178);

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 91 Tahun 2011;

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara
Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi
Eselon | Kementerian Negara, sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92
Tahun 2011;

Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012 tentang
Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan
Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan
Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, Serta
Perawatan dan Pengoperasian Prasarana
Perkeretaapian Milik Negara;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60
Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perhubungan;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 9 Tahun
2011 tentang Standar Pelayanan Minimum Untuk
Angkutan Orang Dengan Kereta Api;
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12.

13.
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Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 28
Tahun 2012 tentang Pedoman Perhitungan dan
Penetapan Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api;
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 143/PMK.02/2012 tentang Tata Cara
Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban
Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik
Bidang Angkutan Kereta Api Kelas Ekonomi;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TATA
CARA PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN
PUBLIK ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API

UNTUK PELAYANAN KELAS EKONOMI
BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan :

1.

Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas
prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria,
persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi
kereta api.

Kereta api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik
berjalan  sendiri maupun  dirangkaikan dengan  sarana
perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan
rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.

Penyelenggara sarana perkeretaapian adalah badan usaha yang
mengusahakan sarana perkeretaapian Umum.

Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik
Daerah, atau Badan Hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk
perkeretaapian.

Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah
Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki
oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari
kekayaan Negara yang dipisahkan.

Badan usaha penyelenggara kewajiban pelayanan publik angkutan
orang dengan kereta api pelayanan kelas ekonomi adalah
penyelenggara sarana perkeretaapian yang telah ditetapkan atau
mendapat penugasan dari menteri;
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10.

11.

12.

13.

14.

(1)

(2)

Kewajiban pelayanan publik (Public Service Obligation) adalah
kewajiban Pemerintah untuk memberikan pelayanan angkutan
kereta api kepada masyarakat dengan tarif yang terjangkau.

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA
adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh
Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran dan di sahkan
oleh Menteri Keuangan atau Pejabat yang diberi kewenangan oleh
Menteri Keuangan.

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat
pemegang kewenangan penggunaaan anggaran
Kementerian/Lembaga Satuan Kerja Perangkat daerah atau Pejabat
yang disamakan pada Institusi lain pengguna APBN/APBD.

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah
pejabat yang memperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari
Pengguna Anggaran untuk menggunakan anggaran Yyang
dikuasakan kepadanya.

Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah
Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan
pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota,dan
perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah.

Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di
bidang Perkeretaapian.

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang tugas dan
tanggung jawabnya di bidang perkeretaapian.

BAB I
TARIF
Pasal 2

Penyelenggara sarana perkeretaapian menetapkan tarif angkutan
orang dengan kereta api untuk pelayanan kelas ekonomi dengan
berpedoman kepada perhitungan tarif yang ditetapkan oleh Menteri.

Dalam hal masyarakat dinilai belum mampu membayar tarif yang
ditetapkan oleh Badan Usaha penyelenggara sarana perkeretaapian,
Menteri setelah  berkoordinasi dengan Menteri Keuangan
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(4)

(5)

(1)

(2)

(3)
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menetapkan tarif angkutan orang dengan kereta api untuk
pelayanan kelas ekonomi.

Selisih antara tarif yang ditetapkan oleh Menteri dengan tarif yang
ditetapkan oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian
menjadi tanggung jawab Pemerintah dalam bentuk kewajiban
pelayanan publik.

komponen biaya yang dapat diperhitungkan dalam penyelenggaraan
kewajiban pelayanan publik ditetapkan oleh Menteri setelah
mendapat pertimbangan Menteri Keuangan.

Perhitungan tarif dalam pelaksanaan penyelenggaraan kewajiban
pelayanan publik oleh Badan Usaha pelaksana penyelenggaraan
kewajiban pelayanan publik berpedoman kepada Peraturan Menteri
tentang Komponen Biaya Yang Dapat Diperhitungkan Dalam
Penyelenggaraan Angkutan Kewajiban Pelayanan Publik Dan
Angkutan Perintis Perkeretaapian.

BAB Il
PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK
Pasal 3

Kewajiban pelayanan publik diselenggarakan oleh pemerintah yang
pelaksanaannya ditugaskan kepada Badan Usaha Penyelenggara
Sarana Perkeretaapian.
Dana untuk keperluan kewajiban pelayanan publik dialokasikan
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau
APBN Perubahan yang digunakan sebagai dasar untuk membuat
kontrak dengan Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian
sebagai penyelenggara kewajiban pelayanan publik.
Penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi prinsip-prinsip sebagai
berikut :
a. berdasarkan tarif yang ditetapkan oleh Menteri setelah
mendapat pertimbangan Menteri Keuangan;

b. berdasarkan lintas pelayanan/relasi/trayek/ atau nama kereta
api yang ditetapkan oleh Menteri;

c. memberikan perlakuan dan pelayanan bagi semua pengguna
jasa sesuai standar pelayanan minimum yang ditetapkan oleh
Menteri;

d. menjaga keselamatan dan keamanan penumpang.
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